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Tanah garapan adalah tanah kosong dan kemudian adanya penguasaan secara fisik tanpa adanya dasar hak
yang resmi, notaris tidak akan membuat akta mengenai tanah garapan karena penggarap tidak punya hak apa
pun terhadap tanah tersebut. Penelitian ini mengangkat permasal ahan tentang bagai mana keabsahan surat
pernyataan hak tanah garapan dan kewenangan notaris berkaitan dengan surat pernyataan oper hak atas
tanah garapan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122PK/PDT/2019. Untuk
menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam
penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan
pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dimiliki
oleh pemegang surat keterangan tanah/surat keterangan penguasaan tanah yang diterbitkan oleh
Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh Kecamatan setempat berdasarkan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 39
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dikategorikan sebagai alas
hak yang digjukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah dan Kewenangan Notaris
mel akukan waarmerking, merupakan tindakan hukum notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang
menurut Undang-Undang, untuk mencatat dan mendaftarkan akta kontrak di bawah tangan yang telah dibuat
oleh para pihak dalam daftar buku waarmerking yang disediakan khusus untuk itu sesuai dengan urutan
yang ada.

...... Cultivated land is empty land and then there is physical control without any legal rights basis, the notary
will not make a deed regarding the cultivated land because the cultivator does not have any rights to the
land. This research raises the problem of how the validity of the statement of cultivated land rights and the
authority of a notary in relation to the operative statement on cultivated land based on the decision of the
Supreme Court of the Republic of Indonesia number 122PK/PDT/2019. To answer this problem, this study
uses anormative juridical approach. In this study using secondary data consisting of primary legal materials,
secondary legal materials and tertiary legal materials, this study used a descriptive data analysis method with
aqualitative approach. The results of this study are based on evidence of land ownership owned by the
holder of aland certificate/certificate of land tenure issued by the Lurah/Village Head which is legalized by
the local District based on Article 7 paragraph (2), and Article 39 of Government Regulation Number 24 of
1997. Regarding Land Registration, it can be categorized as the basis of rights filed as the compl eteness of
the application for land rights and the Notary's Authority to perform waarmerking, is alegal action for a
notary or other public official who is authorized according to law, to record and register contract deeds
under the hands of those who have made by the parties in the waarmerking book list specialy provided for it
in accordance with the existing order.
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